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Hubungan manusia dengan kerja sifatnya alamiah. Manusia dilahirkan untuk bekerja karena hanya dengan
bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan alam menyediakan kebutuhan itu melimpah
ruah, manusia masih harus bekerja untuk dapat menikmati atau memanfaatkan apa yang disediakan alam itu.
Tidak semuanya yang disediakan alam itu siap begitu sgja untuk dikonsumsi atau digunakan, tanpa diolah
terlebih dahulu.

Dengan demikian kerja adalah suratan hidup, bahkan dapat dikatakan kerja adalah keharusan alamiah
(natuurnoodzakelijkheid). Dalam perkembangannya, hubungan manusia dan pekerjaan bersifat khusus,
karena perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja dipengaruhi oleh kepentingan para pihak, baik
majikan maupun buruh.

Tanpa kerja kehidupan manusia adalah mustahil. Manusia sebagai makhluk bekerja atau sebagai makhluk
pembuat alat, yang bekerja sendirian untuk menghidupi dirinya tanpa bekerjasama dengan sesamanya, sudah
merupakan bagian dari sgjarah umat manusia. keadaan sekarang ini ialah bahwa manusia dilahirkan untuk
bekerjasama dengan sesama manusia. Manusia dilahirkan hanya dengan dua pilihan: menjadi majikan atau
menjadi buruh.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat ternyata tidak selalu seperti aternatif tersebut. Banyak anggota
masyarakat yang berperan ganda, yakni menjadi majikan tetapi sekaligus buruh atau buruh dan sekaligus
majikan. Hampir tidak ada prang dewasa yang tidak terkait atau berkepentingan dengan masalah hubungan
kerja sebagai suatu hubungan hukum akibat melakukan pekerjaan.

Hubungan kerja yang paling umum ialah hubungan kerja yang lahir dari perjanjian kerja. Perjanjian yang
paling banyak diadakan oleh anggota masyarakat adalah perjanjian kerja setelah perjanjian jual-beli. Hal itu
antaralain dikemukakan dalam memori penjelasan dan waktu pembahasan pada tahap pemandangan umum
rancangan undang-undang tentang perjanjian kerja diajukan pada tahun 1904.

Hubungan kerjamulai terjadi dalam susunan masyarakat yang paternalistik. Kemudian susunan masyarakat
berubah menjadi bertingkat-tingkat (penguasa dan yang dikuasai). Hubungan kerja dicirikan oleh "sub
ordinasi" dari yang dikuasai. Pada susunan masyarakat yang bertingkat-tingkat ini sub ordonasi itu
didasarkan kepada "kekuatan”. Kekuatan (power) itu diaktualisasikan dalam praktek, bentuk yang lebih
subtiel (Iebih halus) atau cenderung dirasionalisasi supaya diakui sebagai kekuasaan berdasarkan apa yang
disebut "wibawa'?
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